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1. UU Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

2. UU Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik
'l PP Namnr 6l Tahrrn ?OlO tcnt-no pclal,canaan Ilnrlano-

Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

4. Permendagri Nomor .3 Tahuo 2O\7 tentang Pedoman
Pengelolaan PeTayatan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

5. Perki Nomor 1 Tahun 2O1O tentang Standar Layanan
Inforrnasi Publik

6. Peri<i iitrmtrr i Tahun 2Ai3 teniang Pr<;sctiur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

7. Perki 1 Tahun 2O17 tentang Pengklasifikasian Informasi

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 12 Tahun 2O15
D--'t -t -- lr-- D6-^ht-^- n"L--',- 1\T^ A'7rer^r.!r6

Tahun 2O12 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggara.rn
Pemerintatr Daeratr Provinsi Jawa Tengatr

g. Keplrhrsan Gubermrr' .Iaw.a Tengah Nomor 550/32 Tahun
2O17 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID
Pembantu

iO. Keputusan Direktur RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi
Jawa Tengah Nomor 8OOl1618l2017 tentang
Pembentukan Struktur Organisasi Pengelola Layanan
Informasi dan Dokumentasi (PLIDI Pejabat Pengclola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSJD Dr.
l\rvr. JUsuJan wdr! ri(jvulst Lra\i!<r r LlrBdrr
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Antara Badan Publik dengan
dan /atau Pengguna Informasi
irah rnemperoleh da:r/atau
berdasarkan peraturan

lik yang berkaitan dengan
informasi publik

dalam penanganan
scrrB cLaa J/a]r8, LcrJdur
ohon Infomasi Publik

dangan.

Mcwujudkan penanganan sengketa informasi publik yang
profesional dan berkualitas sesuai ketentuan perundang-
u r 1(la1-lr Ban r .
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I 1. Surat Keputusan Direktur RSJD Dr. RM. Soedjaru.adi
1\U_rLrUr aoo.o/ Lvv t + I zv L.+ rcrrLixrB JLa{rluilr rcraya-trarl
Informasi Publik di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

Lill d upald pclr)(rLsctldul oqltxliu(.i
Intormasi Pubhk dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

z. Jcllx-tt\:Lia ltll(,l llliasl lrapiaL LgrJiaqr dPiaullia r\ullllSl
Informasi Provinsi """,r"i d".tgrn kiwenangannya,
menerima permohonan sengketa informasi yang
diajukal pelr-.lol1oir ii'iioi-masi k:ir-eria ticiak meleliura
alasan tanggapan Atasan PPID Pembantu / PPID Utama.

3. Pengajuan sengketa informasi sebagaimana dimaksud
pada a_vai (i) ciiiakuk.ur perloiron iliormasi daiarrr
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari ke4'a setelah
diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.

4. Daianrl hai tc4adi scrrgkeia uribrurasi di iingkungien
PPID Pembaltu, maka Atasan PPID Pembaltu
berkoordinasi dengan Atasan PPID Utama terkait
ialgkah-ialgkah penzmganan yang akan diiakukan

5. Kepala Daerah melalui Atasan PPID menetapkan Tim
Fasilitasi Sengketa Informasi untuk mengupayakan
nenveiesaian senvjketa iniormasi. yang rii'nenn:k oieh
PPID Utama.

6. Surat Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa
Inior-ma.si jr-rga berfungsi sebagai Surat Kuasa untuk
bersidang mewakili Pemerintah Daerah Provinsi di
Komisi Informasi Provinsi sesuai dengan
kewenalgannva.

7. Tim Fasilitasi Sengd<eta Informasi di ketuai oleh PPID
Utama dan beralggotakan PPID Pembantu. pejabat
vang mcnangani t'idarg hr-r!flrm dan pejabat t1lngsional
serta pej abatl staf lainnya sesuai dengan kebutuhal.

8. PPID Utama melaksanakan fasilitasi penangzrnan
sengketa mlormasl dengan meial<ukan koordlnasr d arr
konsolidasi bersama PPID Pembantu terkait, pejabat
yang men€rngani bidang hukum, pejabat fungsional dan
plhak laln ,vang clipenCang perlu-

9. Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa
Informasi diatur oleh Tim berdasarkan arahan Atasan
PP]D.

10.Tim melaporkan proses penzrngan€rn dan hasil

Atasal PPID Lltama, PPID Utama. Atasan PPID Penba-::tu
RSJD Dr. RM. Soedjarwadi, PPID Pembantu RSID Dr. RM.
Soedjanvadi. semua unit RSID Dr. RM- Soedjarwarii
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